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BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 582 -KUM/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SUSU DAN TELUR DALAM RANGKA PERCEPATAN
DAN PENURUNAN STUNTING KEGIATAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TANAH LAUT
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung progam kegiatan
pemerintah daerah mencegah stunting melaksanakan
tugas dan fungsi tim penggerak pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga di kabupaten tanah laut, maka
perlu menetapkan sasaran bantuan susu dan telur dalam
kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakdud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penerima Bantuan Susu dan Telur Dalam Rangka
Percepatan dan Penurunan Stunting Kegiatan Tim
Penggerak Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga
Kabupaten Tanah Laut Pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat 1[I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495); '

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

_ Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga;

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020
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tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
00 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23}
sebagaimana tetntang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Susu dan
Telur Dalam Rangka Percepatan dan Penurunan Stunting
Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Tanah Laut Pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2024.

Keluarga Penerima Bantuan Susu Dan Telur Dalam
Rangka Percepatan dan Penurunan Stunting
sebagaimana  dimaksud pada Diktum  KESATU
merupakan dengan kriteria antara lain keluarga yang
memiliki anak balita dibawah garis merah (Stunting).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Program Pemberdayaan Lembaga
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Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat
Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
Gerakan  Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,
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SYAMSIR RAHMAN




